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BAB III 

PANDANGAN DOSEN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUNAN 

AMPEL SURABAYA TERHADAP KEBOLEHAN ABORSI BAGI  

WANITA KORBAN PERKOSAAN 

 

A. Sejarah Fakultas Syariah dan Hukum 

Fakultas Syariah dan Hukum adalah salah satu Fakultas yang ada di 

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Berdiri sejak tahun Pada akhir dekade 

1950, beberapa tokoh masyarakat Muslim Jawa Timur mengajukan gagasan 

untuk mendirikan Perguruan Tinggi Agama Islam yang bernaung di bawah 

Departemen Agama. Oleh karena itu mereka menyelenggarakan pertemuan di 

Jombang pada tahun 1961. Profesor Soenarjo, Rektor Universitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga, hadir sebagai narasumber untuk menyampaikan 

pokok-pokok pikiran yang diperlukan sebagai landasan berdirinya Perguruan 

Tinggi Agama Islam dimaksud. Dalam sesi akhir pertemuan tersebut, forum 

mengesahkan beberapa keputusan penting yaitu
1
:  

1. Membentuk Panitia Pendirian IAIN 

2. Mendirikan Fakultas Syariah di Surabaya 

3. Mendirikan Fakultas Tarbiyah di Malang.  

Selanjutnya, pada tanggal 9 Oktober 1961, dibentuk Yayasan Badan 

Wakaf Kesejahteraan Fakultas Syariah dan Fakultas Tarbiyah yang 

menyusun rencana kerja sebagai berikut : 

                                                           
1
 http://www.uinsby.ac.id/id/184/sejarah.html. 19/06/2015 

http://www.uinsby.ac.id/id/184/sejarah.html
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1. Mengadakan persiapan pendirian IAIN Sunan Ampel  yang terdiri dari 

Fakultas Syariah di Surabaya dan Fakultas Tarbiyah di Malang. 

2. Menyediakan tanah untuk pembangunan Kampus IAIN seluas 8 

(delapan) Hektar yang terletak di Jalan A. Yani No. 117 Surabaya. 

3. Menyediakan rumah dinas bagi para Guru Besar. 

Pada tanggal 28 Oktober 1961, Menteri Agama menerbitkan SK No. 

17/1961, untuk mengesahkan pendirian Fakultas Syariah di Surabaya dan 

Fakultas Tarbiyah di Malang. Kemudian pada tanggal 01 Oktober 1964 

Fakultas Ushuluddin di Kediri diresmikan berdasarkan SK Menteri Agama 

No. 66/1964. 

Berawal dari 3 (tiga) Fakultas tersebut, Menteri Agama memandang 

perlu untuk menerbitkan SK Nomor 20/1965 tentang Pendirian IAIN Sunan 

Ampel yang berkedudukan di Surabaya, seperti dijelaskan di atas. Sejarah 

mencatat bahwa tanpa membutuhkan waktu yang panjang, IAIN Sunan 

Ampel ternyata mampu berkembang dengan pesat. Dalam rentang waktu 

antara 1966-1970, IAIN Sunan Ampel telah memiliki 18 (delapan belas) 

Fakultas yang tersebar di 3 (tiga) propinsi: Jawa Timur, Kalimantan Timur 

dan Nusa Tenggara Barat
2
. 

Namun, ketika akreditasi Fakultas di lingkungan IAIN diterapkan, 5 

(lima) dari 18 (delapan belas) Fakultas tersebut ditutup untuk digabungkan 

ke Fakultas lain yang terakreditasi dan berdekatan lokasinya. Selanjutnya 

dengan adanya peraturan pemerintah nomor 33 tahun 1985, Fakultas 

                                                           
2
  Ibid. 
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Tarbiyah Samarinda dilepas dan diserahkan pengelolaannya ke IAIN 

Antasari Banjarmasin. Disamping itu, Fakultas Tarbiyah Bojonegoro 

dipindahkan ke Surabaya dan statusnya berubah menjadi Fakultas Tarbiyah 

IAIN Surabaya. Dalam pertumbuhan selanjutnya, IAIN Sunan Ampel 

memiliki 12 (dua belas) Fakultas yang tersebar di seluruh Jawa Timur dan 1 

(satu) Fakultas di Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat. 

Sejak pertengahan 1997, melalui Keputusan Presiden No. 11 Tahun 

1997, seluruh Fakultas yang berada di bawah naungan IAIN Sunan Ampel 

yang berada di luar Surabaya lepas dari IAIN Sunan Ampel menjadi Sekolah 

Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) yang otonom.  IAIN Sunan Ampel 

sejak saat itu pula terkonsentrasi hanya pada 5 (lima) Fakultas yang 

semuanya berlokasi di kampus Jl. A. Yani 117 Surabaya
3
. 

Pada 28 Desember 2009, IAIN Sunan Ampel Surabaya melalui 

Keputusan Menkeu No. 511/KMK.05/2009 resmi berstatus sebagai Badan 

Layanan Umum (BLU). Dalam dokumen yang disahkan pada tanggal 28 

Desember 2009 itu IAINSA Surabaya diberi kewenangan untuk menjalankan 

fleksibilitas pengelolaan keuangan sesuai dengan PP Nomor 23 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU). 

Terhitung mulai tanggal 1 oktober 2013, IAIN Sunan Ampel berubah 

menjadi UIN Sunan Ampel Surabaya (UINSA) Surabaya berdasarkan 

Keputusan Presiden RI No. 65 Tahun 2013
4
. 

                                                           
3
 Ibid. 

4
  Ibid. 
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B. Pandangan Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum Terhadap Kebolehan Aborsi 

Bagi Wanita Korba Perkosaan. 

Pandangan dosen di sini dimaksudkan untuk menilai bagaimana 

kebenaran dan keselarasan hukum yang dijelasakan di dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Pasal 31 bahwa wanita yang hamil 

disebabkan oleh perkosaan boleh melakukan tindakan aborsi dan telah 

dijadikan legalitas hukum, begitu juga PP No 61 Tahun 2014 adalah tindak 

lanjut dari Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 sehingga bisa 

dikatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 adalah Lex 

spesialis dari Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 sebagai Lex Generalis. 

Akan tetapi Peraturan tersebut menjadikan peluang bagi wanita yang 

melakukan tindakan aborsi semakin besar. Hal ini disebabkan tidak adanya 

peraturan yang menjelaskan pengawasan aborsi tersebut. Oleh sebab itu 

penulis menginginkan dari pandangan dosen Fakultas Syariah dan Hukum 

terhadap kebolehan aborsi bagi wanita korban perkosaan, sehingga dapat 

mengukur keselarasan hukum baik hukum agama dan hukum positif. 

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang dimaksud adalah dosen 

yang bernaung dalam pendidikan Syariah dan hukum sehingga dapat 

memberikan penjelasan yang selaras dengan apa yang di tulis oleh penulis 

dalam skripsi ini. 

Berikut padangan dosen Fakultas Syariah dan Hukum terhadap 

kebolehan aborsi bagi wanita korban perkosaan : 

1. Dosen Syariah  
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a) Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir,  M.A.  

Beliau adalah guru besar dalam bidang Ilmu Tafsir di Universitas 

Islam Negeri Sunan Ampel, ia menyelesaiakn gelar Strata Satu di 

Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya dan melanjutkan Strata 

dua di Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, lalu melanjutkan 

Strata tiga di Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekarang 

beliau sebagai pengajar di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri 

Sunan Ampel. Banyak sekali dosen yang mengajar di fakultas syariah, 

akan tetapi dalam hal penelitian beliu adalah salah satu dosen yang 

progres dengan masalah islam yang berkembang pada saat ini. 

Menurut Ridlwan Nasir, aborsi adalah tindakan pengguguran janin 

sebelum waktunya. Hal ini telah ada mulai zaman jahiliah sehingga dapat 

dikatakan penguguran janin adalah haram disebabkan janin yang ada 

dalam kandungan sudah memiliki hak yang telah di tentukan oleh Allah 

Subh}>ana wata’a>la. 

Terkait dengan adanya Undang-undang dan Peraturan Pemerintah 

yang memperbolehkan tindakan aborsi. Hal tersebut telah melanggar 

hukum Islam, aborsi tidak boleh dilakukan dengan alasan apapun dan 

hukumnya haram, karena janin yang telah ada di dalam kandungan telah 

memiliki nyawa dan hak yang telah ditetapkan oleh Allah, maka 

hendaklah kita memilah mana hak kita dan hak-Nya. Al-qur’an juga telah 

menjelaskan dalam surah Al-Isra’ ayat 33 bahwa dilarang atas kamu 
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membunuh atau mehilangkan nyawa tanpa alasan yang jelas
5
. Selanjutnya 

dengan qaidah fiqhiyah  ِالـــضَرُوْراَتُ تبُِيْحُ الْمحظُوْراَت  hendaklah kita lihat sebesar apa 

bahaya yang akan timbul dan apa dampak dari hal tersebut, sehingga kita 

tidak menjadikan qaidah ini sebagai alasan yang memperbolehkan dalam 

melakukan aborsi, dan bagi wanita yang hamil disebabkan oleh perkosaan 

hendaklah ia mendekatkan diri kepada Allah dan memohon petunjuknya, 

aborsi bukalah jalan keluar dari permasalah terebut, melainkan 

menimbulkan trauma yang lebih besar dari apa yang dialaminya sekarang. 

b) Drs. Suis Qoim Abdullah, M.Fil.I 

Beliua adalah salah satu dosen di Fakultas Syariah dan Hukum, ia 

menyelesaikan Strata satu di Fakultas Adab IAIN Sunan Ampel Surabaya 

dan melanjutkan Strata dua di Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, 

lalu menyelesaikan Stara tiga di IAIN Sunan Ampel Surabaya. Beliu 

adalah salah saru dosen yang memiliki progres besar dalam penelitian 

hukum Islam yang berkembang di masyarakat. 

Menurut Suis Qoim, aborsi adalah salah satu tindakan yang 

mengambil nyawa tanpa adanya hak. Oleh sebab itu hukumnya aborsi 

adalah haram dan sudah jelas dalam surah Al-Isra’ ayat 33 bahwa “ 

Janganlah kamu mengambil nyawa orang lain, kecuali dengan alasan yang 

jelas”. Akan tetapi dalam beberapa hal bisa diperbolehkan, seperti yang 

telah ditetapkan oleh pemerintah dalam Undang-undang dan Peraturan 

Pemerintah, dalam Islam juga jelas bahwa jika ada dua hal yang 

                                                           
5
  M. Ridlwan Nasir, wawancara, rumah kediamanan, 11, November, 2014. 
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memberatkan berbenturan maka di ambil yang lebih ringan di antara 

keduanya. 

Selanjutnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 

bahwa ada pengecualian aborsi bagi wanita hamil karena perkosaan. Hal 

tersebut dapat menjadi alasan baru, disebabkan wanita yang hamil 

disebabkan oleh perkosaan tidak memiliki keinginan dalam mengandung 

anak yang ada dirahimnya,  sehingg awanita tersebut memiliki beban 

pisikologis yang sangat besar dan berakibat buruk kepada dirinya dan 

anaknya nanti. Begitu juga jika anak tersebut lahir maka nasabnya akan 

kembali kepada siapa ?. Jika nasab anak tersebut hanya kepada ibu yang 

mengandung maka hal tersebut menjadi beban baru. Padahal jika dilihat 

kembali, kehamilan tersebut bukan hal yang diingkannya. Kerusakan yang 

ditimbulkan dari tekanan pisikologis sangat besar dan dapat 

membahayakan nyawa baik wanita yang mengandung dan janin yang di 

dalam kandungannya. 

Peraturan Pemerintah yang menjelaskan perkosaan sebagai alasan 

aborsi sudah jelas dan dapat dimengerti. Akan tetapi, kita harus 

memahami dan mengerti tujuan tersebut, bukan menjadi alasan bagi 

wanita yang berzina untuk melakukan aborsi
6
. 

c) Drs. Suwito, M.Ag, 

Beliau adalah salah satu dosen di Fakultas Syariah dan Hukum 

yang memiliki konsentrasi hukum keluarga, ia menyelesaikan gelar BA di 

                                                           
6
  Suis Qoim Abdullah, wawancara, rumah kediaman, 10, Oktober, 2014. 
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Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya dan Melanjutkan Strata 

Satu di Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, lalu melanjutkan 

Strata dua di program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta. 

Menurut Suwito, aborsi adalah salah satu jalan menggagalkan 

hasil pembuahan yang telah terjadi di dalam rahim dan hukumnya tidak 

dapat dikatakan haram mutlak. Hal tersebut dapat kita lihat dari 

bagaimana sudut pandang dan terjadinya, wanita yang lakukan aborsi 

dengan sengaja maka hal terbut dapat dikategorikan dalam tindakan 

pembunuhan dan hukumnya haram. Akan tetapi, jika aborsi tersebut tidak 

dengan keinginan wanita tersebut seperti keguguran maka tidak ada 

hukum yang mengharamkannya, begitu juga aborsi yang disebabkan 

indikasi medis. 

Aborsi juga dapat dilihat dari waktu melakukan aborsi tersebut, 

para ulama berbeda pendapat dengan hukum aborsi sebelum watu ruh 

ditiupkan kedalam rahim. Imam Maliki mengatakan hukumnya haram 

dengan alasan hak janin tersebut adalah makluk hidup dan telah memiliki 

hak, sedangkan Imam Hambali mengatakan bahwa anak tersebut belum 

menjadi makluk hidup disebabkan belum adanya ruh yang ditiupkan 

kedalamnya. 

Selanjutkan dengan adanya Peraturan Pemerintah yang 

menjelaskan perkosaan sebagai pengecualin dalam larangan aborsi, 

hendakalah ditinjau kembali. Hal ini dapat menimbulkan tindakan 

kriminalisasi yang besar dan penyalahgunaan hukum bagi wanita hamil 
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disebabkan oleh zina. Maka pemerintah harus membuat sebuah badan 

hukum yang mengawasi bagaimana tindakan aborsi yang legal dan tidak 

melanggar hukum Islam
7
.  

d) Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, MA 

Beliau adalah salah satu dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN 

Sunan Ampel Surabaya yang memiliki konsentrasi dalam bidang Ushul 

Fiqih, beliu menyelesaikan Strata satu, dua dan tiga di Universitas Sadam 

Bagdad Irak. Menjadi promotor ilmuan Ushul fiqih di Fakultas Syariah 

dan Hukum. 

Khaliq Syafa’at mengatakan bahwa aborsi adalah sebuah 

pengguguran kandungan sebelum waktunya. Hal ini sama saja dengan 

mengambil nyawa orang lain, maka aborsi hukumnya haram. Aborsi yang 

bersifat kedaruratan medis seperti apa yang dijelaskan dalam Undang-

undang Nomor 36 Tahun 2009 hendaklah dijelaskan secara rinci sehingga 

tidak ada kesalah pahaman dalam menggunakannya. Peraturan 

Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 menjadi sebuah kontroversi, dengan 

adanya pelegalan aborsi bagi wanita hamil disebabkan oleh perkosaan, 

sebab wanita hamil disebabkan oleh perkosaan tidak memiliki unsur 

kedaruratan medis. Kaidah fiqih  ِالـــضَرُوْراَتُ تبُِيْحُ الْمحظُوْراَت hendaklah dipahami 

secara rinci, disebabkan hal darurat yang perbolehkan jika kedaruratan 

tersebut menjadi jalan satu-satunya dari permasalahan tersebut. 

                                                           
7
  Suwito, wawancara, ruang dosen Fakultas Syariah,  
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Hukum aborsi sudah jelas adalah haram. Jika ada pengecualian 

dalam larangan aborsi pasti disebabkan kedaruratan yang tidak dapat 

dihindari, seperti kedarurantan medis yang mengakibatkan kematian pada 

ibu atau janin yang dikandungnya. Perkosaan bukan termasuk dalam 

kedaruratan medis, sehingga bagi wanita yang melakukan aborsi dengan 

dasar hukum perkosaan maka hukumnya adalah haram. 

Peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 hendaklah ditinjau 

ulang. Sebab dengan adanya legalitas aborsi dari pemerintah dapat 

memberikan dampak besar bagi kerusakan permuda saat ini, mereka bisa 

saja menjadikan alasan kehamilan disebabkan oleh perkosaan guna 

melakukan aborsi, guna menghilangkan rasa malu dari keluarga atau 

teman yang mengetahui bahwa mereka hamil disebabkan oleh zina
8
. 

e) M. Hasan Ubaidillah, SHI, M.Si 

Beliau adalah salah satu dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang 

memiliki peran besar dalam Lembaga Bantuan Hukum (LBH) UIN Sunan 

Ampel Surabaya. Beliau menyelesaikan Strata Satu di Fakultas Syari'ah 

IAIN Sunan Ampel Surabaya, lalu melanjutkan di Pacasarjana Universitas 

Airlangga Surabaya dan sekarang menjadi wakil sekretaris PWNU 

(Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama) Jawa Timur. 

Hasan Ubaidillah mengatakan bahwa aborsi adalah tindakan 

penghentian kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar kandungan 

sebelum waktu 20 (dua puluh) minggu dengan alasan medis atau non 

                                                           
8
  Abdul Kholiq Syafa'at, wawancara, gedung C Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel 

Surabaya,  15, Oktober 2014. 
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medis.Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan 

menjelaskan bahwa aborsi dipebolehkan dengan alasan medis dan hal 

tersebut dilakukan oleh dokter yang telah ditentukan. Aborsi yang 

didasarsi oleh perkosaan seperti yang dijelaskan oleh Peraturan 

Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 menjadi perturan lanjuran dari 

Undang-undang kesehatan Nomor 36 Tahun 2009.  Peraturan tersebut 

menjadi tolak ukur bagi wanita hamil disebabkan oleh perkosaan dapat 

melakukan aborsi dan dilindungi oleh negara dengan memenuhi 

persyaratan yang telah ditentukan oleh hukum. 

Wanita hamil disebabkan oleh perkosaan berdampak kepada 

kerusakan baik fisik dan sikis pada wanita tersebut. Akan tetapi dampak 

sikis yang ditimbulkan oleh perkosaan mengakibatkan kerusakan jiwa. 

Gangguan jiwa tersebut berdampak pada anak yang ada di dalam 

kandungan. Sebab wanita yang mengandung tidak menginginkan akan 

kehamilan tersebut. Jika dilihat dari al-dharidiyat al-khamsa maka ini 

sudah termasuk dalam hifzun al-nafas, sebab gangguan kejiwaan yang 

dialami berakibat fatal pada kelangsungan kehidupan janin dalam 

kandungan dan berdampak buruk bagi wanita yang mengandung. 

Gangguan tersebut berdampak juga kepada agama, maka bisa dikatakan 

wanita hamil disebabkan oleh perkosaan berdampak buruk juga kepada 

agamanya, sehingga hifzun al-din juga telah masuk dalam kategori ini.  

Sehingga jika ada dua masalah yang bertentangan maka hendaklah 

diambil yang lebih ringan diantara keduanya. Perngecualian dalam 
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larangan aborsi bagi wanita hamil disebabkan perkosaan adalah jalan yang 

telah dibenarkan oleh hukum, baik hukum agama dan hukum Indonesia. 

Akan tetapi, persyaratan yang telah ditetapkan harus dipenuhi dan 

ditangani oleh dokter yang telah ditentukan. 

Kaidah  fiqih  ِالـــضَرُوْراَتُ تبُِيْحُ الْمحظُوْراَت hendaklah tidak disalah gunakan. 

Sebab dalam hal aborsi yang tidak memiliki indikasi medis maka 

hukumnya adalah haram. Walaupun ada berbagai pendapat bahwa janin 

yang belum mencapai usia 20 (dua puluh) minggu belum dikatakan 

makhluk yang bernyawa sehingga dapat melakukan aborsi. 

Peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 menjadi trobosan 

hukum yang baru, sehingga perlu adanya peninjawan ulang dengan adanya 

beberapa penambahan dan penjelasan yang lebih rincin sehingga tidak ada 

yang mensalahgunakan hukum teresbut
9
. 

f) Suprapto, MH. 

Beliu adalah salah satu dosen yang giat dalam perkembangan 

keilmuan hukum dan sekarang sedang menjalani profesi pengacara dan 

dosen di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. 

Beliau menyelesaikan Strata satu di Fakultas Hukum Universitas 17 

Agustus Surabaya, lalu ia melanjutkan pasca sarjana di Fakultas Hukum 

17 Agustus Surabaya dan melanjutkan profesi advokad
10

. 

                                                           
9
  M. Hasan Ubaidillah, wawancara, gedung b Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel 

Surabaya, 15, Oktober, 2014. 
10

  Suprato, Wawancara, Gedung A Fakultas Syariah dan Hukum Lantai 3, 13 November 2014 
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Suprato berpendapat bawah aborsi adalah sebuah tindakan krimnal 

dengan mengeluarkan janin dari kandungan sebelum waktunya. Peraturan 

pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 yang menjelaskan tentang kesehatan 

reproduksi adalah peraturan yang menjadi tolak ukur bagi yang 

melakukan aborsi, sehingga aborsi dapat ditinjau dari berbagai aspek. 

Dalam hal ini ketika perkosaan menjadi alasan yang dapat merusak 

pisikologis seorang wanita dan berakibat buruk bagi janin yang 

dikandungnya maka hukum aborsi akan menjadi boleh. Akan tetapi, 

prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang harus dipenuhi. 

 Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 

53 Ayat (1)
11

  dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat 

(1)
12

 yang menjadi kontradiksi dari Peraturan Pemerintah Nomor 61 

Tahun 2014 dalam melakukan aborsi. Susungguhnya tidak bertentangan 

jika kita lihat dalam Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

1999 bahwa wanita juga memiliki hak dalam fungsi reproduksinya
13

. 

g) Mahir Amin, M,Fil.I 

Beliu adalah salah satu dosen yang berprofesi adavokat dan 

menjadi salah satu penggita hukum di Lembaga Bantuan Hukum UIN 

Sunan Ampel Surabaya, ia menyelesaikan Strata satu di Fakultas Syariah 

                                                           
11

  Pasal 53 Ayat (1) : Setiap anak sejak dalam kandugan, berhak untuk hidup, mempertahankan 

hidup, dan mempertahankan taraf kehidupan. 
12

  Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk dalam kandugan. 
13

  Pasal 49 Ayat (2) : Wanita berhak mendapat perlindugan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan 

atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan atau kesehatannya 

berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita. 
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IAIN Sunan Ampel Surabaya dan melanjutkan Pascasarjana IAIN Sunan 

Ampel Surabaya. 

Mahir Amin berpendapat bawha aborsi adalah mengakhiri janin 

sebelum waktunya. Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 

2014 yang mejelaskan bahwa adanya kebolehan aborsi bagi wanita korban 

perkosaan bukan berarti menjadi kebebasan hukum bagi wanita 

melakukan aborsi, melaikan pemberatan bagi wanita melakukan aborsi 

sehingga aborsi dapat dikontrol oleh pemerintah. 

Aborsi yang telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 

61 Tahun 2014 dapat dilaksankan dengan terpenuhinya syarat yang telah 

ditentukan. Sangat dapat diterima jika alasan pisikologis dapat menjadi 

alasan bagi wanita korban perkosaan dapat melakukan aborsi. Sebab anak 

yang dikandung dapat menjadikan trauma yang dapat membahayakan 

wanita yang mengadungnya bahkan kematian. Akan tetapi dalam 

pelaksanaannya banyak sekali celah yang dapat salahgunakan oleh orang-

orang yang tidak bertanggungjwab sehingga pengawasan dalam realisasi 

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 hendaknya diperketat.
14

 

h) Dr. Hj. Anis Farida, S.Sos, SH, M.Si 

Beliau adalah salah satu dosen yang memiliki konsentrasi hukum 

di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. Beliau 

menyelesaikan Stara satu di dua Fakultas yang pertama di Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya dan Fakultas 

                                                           
14

  Mahir Amin, Wawancara, Kantor LBH UIN Sunan Ampel Surabaya, 27 Desember 2014 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

57 
 

Hukum Universitas Airlangga Surabaya, melanjutkan stata dua di Pasca 

Sarjana, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, lalu menyelesaikan 

program doktoral di Universitas Airlangga Surabaya dengan konsentrasi 

Sosiolgi. 

Anis Farida mengatakan, aborsi adalah salah satu pengeluaran 

janin dalam kandungan sebelum waktunya. Jika di tinjau dari hukum 

positif, hal ini bertentangan dengan apa yang telah dijelaskan dalam 

Undang-undang Hak Asasi Manusia (HAM). Akan tetapi, terbitnya 

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 bahwa perkosaan sebagai 

pengeualian dalam larangan aborsi menjadikan hukum di Indonesia 

semakin tidak jelas, hendaknya hukum di Indonesia memilih aborsi legal 

atau illegal. Sebab hukum yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 61 Tahun 2014 tersebut berbenturan dengan Undang-undang 

Perlindungan anak
15

 dan Undang-undang Hak Asasi Manusia
16

.  

Beliau juga bependapat bahwa waktu aborsi bagi wanita hamil 

disebabkan oleh perkosaan yaitu 40 (empat puluh) hari dari haid terakhir 

tidak dapat diterima akal. Hal ini disebabkan wanita hamil karena 

perkosaan tidak mungkin melaporkan kasus yang dialaminya kepada 

kepolisian setempat, padahal dapat kita lihat dalam persyaratan aborsi 

bagi wanita hamil disebabkan oleh perkosaan harus mendapatkan bukti 

pernyataan penyidik, pisikolog dan dokter. Maka rentang waktu 40 

                                                           
15

  Lihat Pasal 1 Ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak 
16

  Lihat Pasal 53 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM  
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(empat puluh) hari adalah waktu yang sangat sempit dan tidak mungkin 

mencukupi persyaratan tersebut
17

. 

Peraturan Permerintah ini menjadi salah satu jalan kelur bagi 

wanita yang melakukan aborsi. Akan tetapi jika dilihat dari 

pelaksanaannya, peraturan tersebut mejadi hal yang dapat disalahgunakan 

dan banyak sekali pemberatan yang tidak dapat dilaksanakan dalam 

realita hukum yang ada. 

Wanita seharusnya mendapatkan perlindungan khusus, khususnya 

bagi wanita yang hamil disebabkan oleh perkosaan hendaklah 

mendapatkan peraturan yang jelas, bukan hanya sebuah peraturan 

melainkan pengawasaan dalam melakukan hal tersebut. Sebab tindakan 

yang tidak memiliki pengawasan akan mengakibatkan kerusakan dan 

penyelewengan dalam penggunaan Peraturan Pemerintah tersebut. 

 

                                                           
17

 Anis Farida, wawancara, Gedung C Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 

6, November, 2014. 


